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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR 421/ (367 2 IDikbud.Pdg / VIII /2026
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

TK ISLAM NURUL HALIM 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

d.

bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelengara Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan izin
operasional penyelenggaraan Pendidikan

bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut
diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang
berlaku.

bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6842);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik

Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

8. Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia |
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN
Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama PAUD TK ISLAM NURUL HALIM 2
Jenjang - TK
Alamat - JIn.Perdana TVRI RT.01 RW.06
Kelurahan . Air Pacah
Kecamatan - Koto Tangah
Kota - Padang .
Nama Penyelenggara . Yayasan Islam Alfarizqy Bina Insani

Perpanjangan Izin Operasional PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku
terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2026 sampai dengan 10 Agustus 2030

Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan
Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi

fungsi sosialnya terhadap masyarakat : | N
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di

kemudian har.
2. Mengirimkan laporan berkala sesual ketentuan menurut model yang

ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya

30 (tiga puluh ) harn sebelum izin berakhir.

Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut

semestinya. |
Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di . Padang
Pada tanggal : 10 Agustus 2026
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Tembusan disampaikan kepada Yth -
1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip




